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Abstract. Poverty is a multidimensional problem that not only affects economic
aspects but also has serious implications for the social, political, and quality of
development in a region. In East Nusa Tenggara Province, poverty remains a major
challenge for complex and sustainable regional development. The high poverty rate in
this region is often associated with suboptimal labour market conditions, low levels of
education, and minimum wages that do not fully reflect the cost of living. Therefore,
an in-depth study is needed to determine the extent to which these factors influence
poverty levels at the district/city level. This study aims to analyse the influence of the
variables of labour force size, education level, and district minimum wage (UMK) on
poverty levels in 22 districts/cities in East Nusa Tenggara Province from 2019 to 2024.
The method used in this study is a quantitative approach with an associative research
design. The data analysed are panel data, consisting of a combination of cross-
sectional data from 22 districts/cities and time-series data from 2019 to 2024, resulting
in a total of 132 observations. To obtain accurate analysis results, a panel data
regression model with a random effect model (REM) approach was used, selected
based on the results of the Hausman test. The analysis results indicate that
simultaneously, the three independent variables, namely labour force, education level,
and district minimum wage, have a significant impact on the poverty rate of
districts/cities in East Nusa Tenggara Province. Partially, the variables of labour force
and education level have a negative and significant impact, meaning that an increase in
the number of absorbed labour force and an increase in the education level of the
community will reduce the poverty rate. Similarly, the minimum wage in the district
also has a negative and significant effect on poverty, indicating that an increase in the
minimum wage contributes to a decrease in the number of poor people, especially in
districts/cities in East Nusa Tenggara Province.

Keywords: labour force, education level, minimum wage in the district (UMK), poverty
level

Abstrak. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya
berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap
dimensi sosial, politik, dan kualitas pembangunan suatu daerah. Di Provinsi Nusa
Tenggara Timur, kemiskinan masih menjadi tantangan utama pembangunan daerah
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yang kompleks dan berkelanjutan. Tingginya tingkat kemiskinan di wilayah ini sering
kali dikaitkan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang belum optimal, rendahnya
capaian pendidikan masyarakat, serta tingkat upah minimum yang belum
sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu, diperlukan
kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor tersebut
berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel jumlah tenaga kerja, tingkat
pendidikan, dan upah minimum kabupaten (UMK) terhadap tingkat kemiskinan di 22
kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2019 hingga
2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif
dengan desain penelitian asosiatif. Data yang dianalisis merupakan data panel, yang
terdiri dari gabungan data cross-section yaitu 22 kabupaten/kota dan data time-series
dari periode tahun 2019 hingga 2024, sehingga menghasilkan total 132 pengamatan.
Untuk memperoleh hasil analisis yang akurat, digunakan model regresi data panel
dengan pendekatan random effect model (REM), yang dipilih berdasarkan hasil uji
Hausman. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel
independen yaitu tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten
berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Secara parsial, variabel jumlah tenaga kerja dan tingkat
pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan, yang berarti bahwa
peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap dan meningkatnya tingkat
pendidikan masyarakat akan menurunkan tingkat kemiskinan. Demikian pula,
variabel upah minimum kabupaten juga berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa kenaikan UMK berkontribusi
terhadap penurunan jumlah penduduk miskin khususnya kabupaten/kota di Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Kata kunci: tenaga kerja, tingkat pendidikan, upah minimum kabupaten (UMK),
tingkat kemiskinan

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara berkembang diharapkan memiliki tekad yang kuat
untuk belajar dari negara-negara maju untuk mengejar ketertinggalan dengan cara
melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Masalah utama yang dihadapi oleh
negara berkembang adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah permasalahan yang
sering dialami oleh negara-negara berkembang (Nugraha, 2020). Kemiskinan
seringkali di pahami sebagai suatu keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat
pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari (Rahayu, 2018).
Kemiskinan muncul pada saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu
mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan
minimal dari standar hidup.

Masalah kemiskinan di Indonesia menurut Suharto (2005:32), merupakan
masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Kemiskinan
sebagai standar tingkat hidup yang rendah dapat terlihat langsung pada tingkat
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kesehatan dan kehidupan moral. Menurut Tambunan (2001:40), terdapat faktor-
faktor yang memengaruhi kemiskinan yakni tingkat dan laju pertumbuhan
produktivitas, tenaga kerja, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan
kerja, tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, sumber daya alam, kesediaan
fasilitas umum seperti pendidikan dasar, kesehatan, transportasi, listrik, air, dan
alokasi pemukiman, kultur budaya politik, dan bencana alam. Kemiskinan di
Indonesia selama tahun 2019 sampai dengan 2024 menunjukkan tren yang
berfluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan
pemerintah.

Menurut Kuncoro (2004:96), terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan.
Pertama kemiskinan muncul karena adanya pola kepemilikan sumber daya yang
menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul
akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya
manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah. Ketiga, kemiskinan muncul
karena perbedaan dalam hal akses modal. Lebih lanjut Karsmita (1996:53),
mengemukakan bahwa penyebab ada empat (4) penyebab kemiskinan. Pertama,
rendahnya taraf pendidikan, taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan
kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan
pekerjaan. Kedua, rendahnya tingkat kesehatan, taraf kesehatan dan gizi rendah
menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikiran, dan prakarsa. Ketiga,
terbatasnya lapangan kerja, keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan
kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Keempat, banyak
penduduk yang miskin secara ekonomi karena terpencil dan terisolasi, akan sulit
atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak
kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Menurut BPS Nasional (2022), dampak yang terjadi akibat tingginya tingkat
kemiskinan di suatu negara diantaranya dapat menyebabkan tindak kriminal,
gangguan kesehatan, pengangguran, kekacauan sosial, dan politik. Pemerintah
telah melakukan banyak kegiatan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi
di Indonesia diantaranya yaitu pada bidang kesehatan, pendidikan, keterampilan
masyarakat, dan keamanan, namun hal ini tetap saja belum dapat mengurangi
angka kemiskinan.

Bappenas (2022), mengatakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam
menanggulangi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Pendekatan yang pertama,
melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan
sementara. Kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis
dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan beragam di setiap daerah
seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan nilai tambah
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yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, hingga saat ini potensi tersebut
belum dimaksimalkan secara efektif. Perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur
masih didominasi oleh sektor agraris yang bergantung pada lingkungan alam yang
rentan, sementara laju pertumbuhan penduduk terus meningkat dan tidak
diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang memadai. Kondisi ini diperburuk
oleh rendahnya tingkat investasi yang masuk ke daerah tersebut. Kesadaran
terhadap kondisi kemiskinan umumnya muncul ketika individu membandingkan
kehidupannya dengan kehidupan individu lain yang memiliki tingkat kesejahteraan
ekonomi yang lebih tinggi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang
mempunyai otonomi daerah. Sejak tahun 2001, pemerintah daerah kini berwenang
penuh merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai
dengan kebutuhan. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa
otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom, untuk mengurus dan mengatur
kepentingan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah,
pemerintah daerah tidak hanya melaksanakan program pembangunan tetapi juga
bertanggung jawab secara langsung dan aktif dalam penanganan kemiskinan. Untuk
menanggulangi masalah kemiskinan perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi kemiskinan, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dilihat dari jumlah persentase penduduk miskin, Provinsi Nusa Tenggara
Timur masih tinggi meskipun sudah memiliki adanya kebijakan otonomi daerah.
Oleh karena itu, perlu adanya penurunan persentase penduduk miskin. Beberapa
penemuan sebelumnya yang mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang
berpengaruh dalam memunculkan kemiskinan adalah tenaga kerja, tingkat
pendidikan, dan upah minimum.

Menurut Todaro (2006:189), tenaga kerja (labor force) sebagai seluruh
populasi yang secara aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan, baik di sektor
formal maupun informal, termasuk mereka yang bermigrasi dari pedesaan ke
perkotaan. Saat ini terdapat masalah dalam ketenagakerjaan, tidak semua
penduduk angkatan kerja dalam suatu daerah dalam keadaan bekerja ataupun
memiliki pekerjaan. Masalah sempitnya ketersediaan lapangan kerja dan tingginya
jumlah angkatan kerja ini mengindikasikan rendahnya penyerapan tenaga kerja.
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator penting
yang menggambarkan sejauh mana penduduk usia produktif ( 15-64 tahun) terlibat
secara aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai tenaga kerja maupun sedang
mencari pekerjaan. TPAK sering dijadikan ukuran awal untuk melihat potensi
sumber daya manusia suatu wilayah, namun tingginyaa TPAK tidak selalu berarti
bahwa kesejahteraan masyarakat membaik, terutama jika tidak diikuti dengan
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penciptaan lapangan kerja yang memadai. Menurut Sukirno (2011:328) bahwa salah
satu penyebab utama kemiskinan di banyak negara berkembang adalah tingginya
jumlah pengangguran, yang merupakan konsekuensi dari ketidakseimbangan antara
pasokan tenaga kerja dan permintaan terhadapnya.

Lebih lanjut Sukirno (2011:333) mengaitkan fenomena pengangguran dan
kemiskinan dengan teori keynesian, yang menyatakan bahwa penyebab utama
pengangguran adalah kekurangan permintaan agregat dalam perekonomian, bukan
karena ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja seperti yang diyakini oleh
kaum klasik. Keynes (1936: 29) menyatakan bahwa dalam situasi resesi atau
kelesuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga cenderung turun, investor asing
menjadi ragu-ragu, dan ekspor menurun akibat lemahnya permintaan global. Dalam
situasi tersebut, dunia usaha cenderung menahan ekspansi dan efisiensi tenaga
kerja menjadi prioritas. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja baru menjadi terbatas.
Dampak dari kondisi ini sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendidikan
rendah atau tidak memiliki keterampilan khusus, yang pada akhirnya mendorong
masuk ke dalam kategori penduduk miskin. Kondisi seperti yang dijelaskan oleh
Keynes (1936: 33) sangat relevan apabila dikaitkan degan situasi ketenagakerjaan di
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2020 tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi di Kabupaten
Manggarai Timur yaitu sebesar 81,73 persen dan terendah terdapat di Kota Kupang
yaitu sebesar 64,14 persen. Pada tahun 2024 tingkat partisipasi angkatan kerja
tertinggi di Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu sebesar 87,41 persen, dan
terendah berada di Kota Kupang yaitu sebesar 67,01 persen. Data ini menunjukkan
bahwa perkembangan partisipasi angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur
terjadi kenaikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 jumlah tingkat
partisipasi angkatan kerja sebesar 73,11 persen dan pada tahun 2024 naik menjadi
77,50 persen. Meskipun TPAK di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan
menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, namun masi terdapat
variasi yang cukup signifikan antar kabupaten/kota. Sebagian besar kabupaten/kota
mengalami peningkatan TPAK yang mencerminkan membaiknya keterlibatan
penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian, Kota Kupang secara
konsisten menjadi wilayah dengan TPAK terendah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhaila dan Anwar (2020), yang
menemukan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh, temuan ini menunjukkan bahwa
peningkatan TPAK berkontribusi dalam penurunan tingkat kemiskinan, yang
mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam
aktivitas ekonomi produktif, maka akan keluar dari kondisi kemiskinan menjadi lebih
besar. Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Azevado et al. (2013), yang
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menemukan bahwa tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat
kemiskinan di negara seperti Paraguay dan Kosta Rika, yang menunjukkan bahwa
partisipasi tenaga kerja dapat menurunkan kemiskinan secara nyata melalui
peningkatan pendapatan rumah tangga dan akses terhadap pekerjaan produktif.

Faktor lain yang juga memengaruhi kemiskinan adalah tingkat pendidikan
(Todaro dan Smith 2011:385).  Pendidikan memiliki peran penting dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang akan berdampak pada peluang
memperoleh pekerjaan yang layak. Menurut Todaro dan Smith (2011:386),
rendahnya tingkat pendidikan akan menghambat produktivitas tenaga kerja dan
mempersempit kesempatan kerja, terutama di sektor formal yang menuntut
keahlian dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu, masyarakat dengan rata-rata
lama sekolah yang rendah cenderung terperangkap dalam pekerjaan informal
berupah rendah, atau bahkan menganggur, sehingga meningkatkan risiko terhadap
kemiskinan

Sejalan dengan hal tersebut, teori human capital menurut Becker (1985:16),
yang menegaskan bahwa pendidikan adalah bentuk investasi yang dapat
meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu, yang pada akhirnya akan
menaikan produktivitas serta pengahasilan seseorang dalam jangka panjang.
Individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan memiliki peluang lebih
besar untuk bekerja di sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi dan memiliki daya
saing yang kuat dalam pasar tenaga kerja (Becker: 1985:19). Dengan kata lain,
pendidikan berperan sebagai aset ekonomi bagi seseorang, di mana semakin tinggi
rata-rata lama sekolah, maka semakin tinggi pula potensi pendapatan dan semakin
kecil kemungkinan untuk jatuh dalam jurang kemiskinan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Salsabil dan Riani (2023), yang
menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, temua ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seseorang, maka semakin rendah
kemungkinan untuk berada dalam kondisi kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh fakta
bahwa pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi, sehingga
membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan
berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan
menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan. Adapun penelitian
lainnya yang dilakukan oleh Spada. et al (2023), yang menemukan bahwa tingkat
pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 34
negara Eropa, hasil ini mengindikasikan bahwa pendidikan dianggap sebagai
instrumen startegis yang tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
tetapi juga memperkuat daya saing di pasar tenaga kerja serta mengurangi risiko
keterpinggiran sosial. Temuan ini juga memperkuat pandangan bahwa investasi di
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sektor pendidikan merupakan salah satu upayah yang efektif dan berkelanjutan
dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

Faktor lain yang menyebabkan munculnya kemiskinan adalah upah minimum
(Sukirno, 2011:238). Menurut Sukirno (2011;239), upah minimum merupakan tingkat
upah terendah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada buruhnya, dan
kebijakan ini biasanya ditetapkan untuk menghindari eksploitasi tenaga kerja serta
memastikan taraf hidup minimum. Upah minimum kabupaten (UMK) adalah standar
upah minimum yang diterima oleh tenaga kerja dari perusahaan sesuai dengan
kebutuhan hidup yang layak (KHL) yang berlaku di kabupaten/kota bersangkutan.
Namun, dalam praktiknya, penetapan upah minimum ini tidak selalu berdampak
langsung terhadap penurunan kemiskinan, terutama jika tidak diiringi dengan
penyerapan tenaga kerja yang optimal dan produktivitas yang meningkat. Gagasan
upah minimum ini sudah mulai dari tahun 1970 dengan tujuan untuk mengusahakan
agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum setiap daerah paling sedikit
dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM). Menurut Mankiw (2006:133-
134), upah minimum merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat
pengangguran yang berdampak pada tingkat kemiskinan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2021) yang menemukan
bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat
kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, hasil penemuan ini mengindikasikan bahwa
kenaikan upah minimum dapat memberikan tambahan pendapatan bagi pekerja,
khususnya di sektor formal, sehingga daya beli dan kesejahteraan menjadi
meningkat. Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Olanrewaju (2022), yang
menemukan bahwa upah minimum berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat
kemiskinan di Nigeria, temuan ini menunjukkan bawa kebijakan penetapan upah
minimum memiliki peran penting dalam memengaruhi kondisi sosial-ekonomi
masyarakat, khususnya dalam upaya menekan angka kemiskinan. Peningkatan upah
minimum di Nigeria terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarkat
berpenghasilan rendah, sehingga memperbaiki daya beli dan taraf hidup.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji seberapa
besar pengaruh tenaga kerja, tingkat pendidikan, upah minimum kabupaten/kota
(UMK) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara
Timur

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif
untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan upah minimum
kabupaten (UMK) terhadap tingkat kemiskinan di 22 kabupaten/kota di Provinsi
Nusa Tenggara Timur selama periode 2019-2024. Tahun 2019 dipilih sebagai titik
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awal karena merupakan masa sebelum pandemi COVID-19, sedangkan tahun 2024
digunakan karena merupakan data terbaru yang tersedia. Objek penelitian ini adalah
tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh tiga variabel
independen tersebut, dan seluruh data diperoleh dari sumber sekunder seperti
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT (Sugiyono, 2017; BPS NTT, 2024).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang
bersifat numerik serta data kualitatif berupa teori dan konsep yang relevan. Data
dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi data panel, dengan
pertimbangan karakteristik data yang memadukan dimensi waktu (time series) dan
wilayah (cross section). Terdapat tiga pendekatan utama dalam regresi panel yang
digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan
Random Effect Model (REM), yang pemilihannya dilakukan melalui uji Chow, uiji
Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (Wooldridge, 2018).

Untuk memastikan kelayakan model, dilakukan uji asumsi klasik seperti uji
normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji signifikansi regresi
dilakukan baik secara simultan (Uji F) maupun parsial (Uji t) untuk mengetahui
pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap tingkat kemiskinan. Hasil analisis
ini diharapkan memberikan gambaran empiris yang kuat dalam mendukung upaya
penanggulangan kemiskinan berbasis kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan
pengupahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Ghozali, 2018; Basuki, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum
Kabupaten (UMK),dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa
Tenggara Timur

X1 X2 X3 Y
Mean 74.06258 7.652348 1999533. 21.09598
Median 74.06500  7.505000 1975000. 22.06500
Maximum 87.41000 11.64000 2250419. 34.62000
Minimum 58.75000  5.960000 1795000. 6.220000
Std. Dev. 5.451979 1.065768 128942.0 6.944911
Skewness -0.157980 2.116114 0.044235 -0.201435
Kurtosis 2.944816 8.930916 2.047160 1.906857

Jarque-Bera 0.565819 291.9813 5.036525 7.464960
Probability = 0.753588  0.000000 0.080600 0.023933
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Sum 9776.260 1010.110 2.64E+08  2784.670
Sum Sqg. Dev. 3893.853 148.7980 2.18E+12 6318.364

Observations 132 132 132 132

Sumber:Data diolah, 2025
Analisis ini didasarkan pada data panel 6 tahun dari setiap kabupaten/kota di

Provinsi NTT. Penjabaran hasil uji statistik deskriptif berdasarkan Tabel 1.

1)

Tingkat Kemiskinan (Y)

Rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa
Tenggara Timur adalah 21,09 persen dengan nilai maksimum 34,62 persen
dan minimum 6,22 persen. Secara keseluruhan tingkat kemiskinan di Provinsi
Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren penurunan dari 21,09 persen pada
tahun 2019, turun menjadi 19,84 persen pada tahun 2024. Dilihat dari data
per kabupaten/kota, terdapat perbedaan yang signifikan. Kabupaten Sumba
Tengah menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu 30,84
persen, dan kota kupang memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu 8,24
persen pada tahun 2024. Tingkat kemiskinan kabupaten.kota di Provinsi
Nusa Tenggara Timur bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti
kurangnya penyerapan tenaga kerja, masih terbatasnya akses terhadap
pendidikan, dan masih rendahnya upah yang diterima oleh masyarkat,
sehingga membuat mereka terus mengalami permasalahan kemiskinan.
Variabel Tenaga Kerja (X1)

Rata-rata tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara
Timur adalah 74,06 persen dengan nilai maksimum mencapai 87,41 persen
dan minimum 58,75 persen, yang menunjukkan bahwa adanya variasi yang
cukup besar dalam jumlah tenaga kerja di berbagai kabupaten/kota di
Provinsi Nusa Tengggara Timur. Kabupaten Timor Tengah selatan menjadi
kabupaten dengan TPAK tertinggi yaitu sebesar 87,41 persen, dan TPAK
terendah terdapat di Kota kupang yaitu 67,01 persen pada tahun 2024.
Penyerapan TPAK di Kabupaten Timor Tengah Selatan lebih tinggi
dibandingkan Kota Kupang karena banyak penduduknya yang hidup dalam
kemiskinan, sehingga lebih banyak anggota keluarga, termasuk perempuan
dan anak muda, terpaksa ikut bekerja, terutama di sektor informal sepertian
pertanian. Sementara Kota Kupang, banyak penduduk masih sekolah atau
menunggu pekerjaan formal, sehingga TPAK-nya lebih rendah meskipun
kondisi ekonominya lebih baik. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa
belum meratanya penyerapan tenaga tenaga kerja dan masih terbatasnya
lapangan pekerjaan yang ada di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
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3)

4)

Tingkat Pendidikan (X2)

Rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara
Timur adalah 7 tahun, dengan nilai maksimum 11 tahun dan minimum 5
tahun. Kota Kupang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi yaitu mencapai
11,64 tahun pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan
yang lebih maju dan akses yang lebih baik ke fasilitas pendidikan. Sementara
Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki rata-rata lama sekolah terendah yaitu
6,39 tahun pada tahun 2024, meskipun sudah meningkat dari 6,33 tahun dari
tahun 2019. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa akses dan kualitas
pendidikan masih belum merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Rata-rata upah minimum kabupaten (UMK) kabupaten/kota di
Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Rp 1.999.533 juta dengan nilai
maksimum mencapai Rp 2.250.419 juta dan nilai minimum Rp 1.795.000 juta.
Kota Kupang memiliki rata-rata upah minimum tertinggi mencapai Rp
2.250.000 juta pada tahun 2024. Sementara itu, 21 kabupaten lainnya
memiliki rata-rata upah minimum terendah yaitu Rp 2.186.826 juta pada
tahun 2024. Meskipun upah minimum kabupaten (UMK), mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun kesenjangan antara daerah perkotaan dan
perdesaan masih terlihat jelas. Upah yang lebih tinggi di daerah perkotaan
mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, sementara daerah
pedesaan masih tertinggal.

Regresi Data Panel

Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel
a) Uji Chow
Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test Statistic  d.f. Prob.
Cross-section F 571.343026 (21,107) 0.0000
Cross-section Chi-square 624.170164 21 0.0000

Sumber:Data diolah, 2025
Pada Tabel 2 nilai distribusi chi-square dari hasil yang diperoleh
dengan menggunakan Eviewa 9 adalah 624.170164 dengan
probabilitas 0.0000 (< 0,05) sehingga model yang digunakan yaitu
fixed effect model (FEM).
b) Uji Hausman
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Tabel 3. Hasil Uji Hausman
Test Summary Chi-Sq. StatisticChi-Sq. d.f.Prob.

Cross-section random7.481965 3 0.0580

Sumber:Data diolah, 2025

Pada Tabel 3 nilai distribusi chi-square dari hasil yang diperoleh
dengan menggunakan eviews 9 adalah 7.481 dengan probabilitas
0.0580 (> 0.05) maka model yang digunakan yaitu random effect
model (REM).

Uji Lagrange Multiplier

Uji ini dilakukan untuk mengetahui model mana yang tepat
digunakan antara model random effect model (REM) dan common
effect model (CEM). Jika nilai cross-section breusch-pagan > 0.05
maka common effect model (CEM) yang akan digunakan. Sebaliknya
jika nilai cross-section breusch-pagan < 0.05, maka random effect
model yang akan digunakan.

Pada Tabel 4 nilai cross-section breusch-pagan dari hasil yang
diperoleh dengan menggunakan eviews 9 adalah 306.3450 dengan
probabilitas 0.0000 (< 0.05) sehingga H1 diterima random effect
model, maka model yang digunakan yaitu (REM)

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Test Hypothesis

Cross-sectionTime Both

Breusch-Pagan 306.3450 2.564104 308.9091
(0.0000) (0.1093) (0.0000)
Sumber:Data diolah, 2025

1) Regresi Data Panel Dengan Random Effect Model (REM)

Tabel 5. Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model

Coefficien
Variable t Std. Error t-Statistic Prob.
C 36.96724 2.239897 16.50399 0.0000
X1 -0.036674 0.017607 -2.082941 0.0396
X2 -1.285396 0.402636 -3.192455 0.0019
X3 -1.66E-06 7.47E-07 -2.221988 0.0284

Sumber:Data diolah, 2025
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Berdasarkan hasil esimasi regresi dengan random effect model (REM),
maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut.
Y=o+ BiXis BaXo + B3X5+
Y =36,967 — 0,037X; — 1,285X, — 0,00000166X5 + |

Keterangan:

Y = Tingkat Kemiskinan

a = Konstanta

B = Koefisien regresi linier variabel (X1) tenaga kerja

B> = Koefisien regresi linier variabel (X2) tingkat pendidikan
Bs = Koefisien regresi linier variabel (X3) upah minimum kabupaten
(UMK)

X = Variabel tenaga kerja

Xa = Variabel tingkat pendidikan

X3 = Variabel upah minimum kabupaten (UMK)

i = Persentase kesalahan

Berdasarkan hasil estimasi regresi dengan random effect model
(REM), dapat diinterpretasikan bahwa.
a) Konstanta (a = 36,967), menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja
(X1), tingkat pendidikan (X2), dan UMK (X3) diasumsikan bernilai nol, maka
tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 36,967 persen. Nilai ini merupakan
rata-rata awal kemiskinan tanpa dipengaruhi oleh variabel bebas.
b) Koefisien X1 (-0,037), menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1
persen pada jumlah tenaga kerja akan menurunkan tingkat kemiskinan
sebesar 0,037 persen, dengan asumsi variabel lain tetap. Ini menunjukkan
bahwa tenaga kerja berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan.
Q) Koefisien X1 (-1,285), menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 tahun
pada tingkat pendidikan akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,285
persen, artinya tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang cukup besar
dalam menurunkan tingkat kemiskinan karena dapat meningkatakan kualitas
SDM.
d) Koefisien X3 (-0,000000166), berarti bahwa setiap kenaikan Rp 1
dalam UMK akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,000000166
persen. Walaupun pengaruhnya kecil, peningkatan UMK tetap berkontribusi
dalam menekan kemiskinan.
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2) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
20
Series: Standardized Residuals
| Sample 2019 2024
16 o Observations 132
Mean 5.58e-16
124 Median 1.160426
Maximum 10.26671
Minimum -10.58004
8| Std. Dev. 5.581398
Skewness -0.309541
Kurtosis 1.958738
4
Jarque-Bera  8.071181
Probability 0.017675
0

Sumnber: .Lampiran ga, 2025 " s & 10

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa prob 0.017675 atau
lebih besar dari pada a = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa
residual dalam penelitian ini telah berdistribusi normal, oleh karena

residual model berdistribusi normal maka model layak digunakan

untuk menganalisis lebih lanjut.
b) Uji Multikolinieritas
Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

X1 X2 X3
X1 1.000000 -0.305759 0.435917
X2 -0.305759 1.000000 0.236268
X3 0.435917 0.236268 1.000000
Sumber:Data diolah, 2025
) Uji Heteroskedastisitas
Tabel 7 Hasil Uji Heterokedastisitas
Variable Coefficient Std. Error  t-Statistic Prob.
C 9.670350 1.906663 5.071872  0.0000
X1 -0.025523 0.016503 -1.546610 0.1244
X2 -0.160395 0.310779 -0.516105 0.6067
X3 -5.47E-07 6.54E-07 -0.836730 0.4043

Sumber:Data diolah, 2025

Pengujian Hipotesis
1) Uji Signifikansi Regresi Secara Simultan (Uji F)
Tabel 8. Hasil Uji Simulatan (Uji F)
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R-squared 0.994291 Mean dependent var 21.09598
Adjusted R-squared 0.993010  S.D. dependentvar 6.944911
S.E. of regression  0.580621  Akaike info criterion 1.919377
Sum squared resid 36.07190 Schwarz criterion 2.465362
Log likelihood -101.6789 Hannan-Quinn criter. 2.141240
F-statistic 776.4646  Durbin-Watson stat 1.520033
Prob(F-statistic) = 0.000000

Sumber:Data diolah, 2025

a) Rumusan Hipotesis

Ho:Bi=B.=Bs= 0, artinya tenaga kerja (X1), tingkat pendidikan (X2), dan upah
minimum kabupaten (UMK) (X3) tidak berpengaruh signifikan ~ secara
simultan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

H: : Paling tidak satu dari B;i # 0, artinya variabel tenaga kerja (X1), tingkat
pendidikan (X2), dan upah minimum kabupaten (UMK) (X3) berpengaruh
signifikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b) Taraf Nyata

<)

a = 5%; df = (k-1) (n-1)

Ftabel = Fo.os5; (k'1) (n'1)

= Foos; (4-1) (132-4)

=Fo.05;3;128

=2,79

Kriteria Pengujian

Jika Fhitung > Frabel maka Ho ditolak dan H, diterima
Jika Fhitung < Ftabet maka Ho diterima dan H.ditolak

d) Simpulan

Oleh karena Fhitung (776.4646) > Fubel (2,79) dengan probabilitas sebesar
0.000000 < 0.05 maka Ho ditolak dan H,; diterima. Ini berarti bahwa variabel
tenaga kerja (X1), tingkat pendidikan (X2), dan upah minimum kabupaten (X3)
berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan
kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Uji Signifikansi Koefisien Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan variabel
independen (variabel bebas) dengan variabel dependen (variabel terikat)
secara parsial dengan asumsi variabel lain konstan. Pengujian dilakukan
dengan membandingkan thitung dengan ttaber untuk bisa mengetahui pengaruh
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secara parsial dari masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat
dalam penelitina ini. Adapun uji t dalam penelitian ini diuraikan sebagai
berikut.
1) Pengaruh Tenaga Kerja (X1) Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Timur
a) Rumusan Hipotesis
Ho : B: 2 0, berarti tenaga kerja tidak berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa  Tenggara
Timur.
Hi : B1 < o,berarti tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tengggara Timur.
b) Taraf Nyata
Menentukan taraf nyata (a) = 5% = 0.05 dan df (n-k) = (132-4) = 128 untuk
menentukan nilai ttabel. Nilai twaber yang dimaksud adalah tg; (n-k) = to.os; 128 =
1.65493
) Kriteria Pengujian
Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima atau apabila Sig > a = 0.05
Jika thitung > trabel, Maka Ho ditolak atau apabila Sig < a = 0.05
d) Simpulan
Uji t terhadap variabel tenaga kerja (X1), menunjukkan nilai thiwng sebesar -
2.082941 dan nilai prob yang diperoleh sebesar 0.0396 < 0.05, maka secara parsial
tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan
kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2) Pengaruh  Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan
Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
a) Rumusan Hipotesis
Ho : B> 2 0, berarti tingkat pendidikan tidak berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
Hi : B> < 0, berarti tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggaara
Timur.
b) Taraf Nyata
Menentukan taraf nyata (a) = 5% = 0.05 dan df (n-k) = (132-4) = 128 untuk
menentukan nilai ttabel. Nilai twaber Yang dimaksud adalah tg; (n-k) = to.os; 128 =
1.65493
c) Kriteria Pengujian
Jika thitung < ttabel, Maka Ho diterima atau apabila Sig > a = 0.05
Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak atau apabila Sig < a = 0.05

31



d) Simpulan
Uji t terhadap variabel tingkat pendidikan (X2), menunjukkan nilai thitung
sebesar -3.192455 dan nilai prob yang diperoleh sebesar 0.0019 < 0.05, maka
secara parsial tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3) Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Tingkat Kemiskinan
Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
a) Rumusan Hipotesis
Ho : B3 = 0, berarti upah minimum kabupaten (UMK) tidak berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Hi : B3 < 0, berarti upah minimum kabupaten (UMK) berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di  Provinsi
Nusa Tenggaara Timur.
b) Taraf Nyata
Menentukan taraf nyata (a) = 5% = 0.05 dan df (n-k) = (132-4) = 128 untuk
menentukan nilai teabel. Nilai twabel yang dimaksud adalah tg; (n-k) = to.os; 128 =
1.65493
c) Kriteria Pengujian
Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima atau apabila Sig > a = 0.05
Jika thitung > ttabel, Maka Ho ditolak atau apabila Sig < a = 0.05
d) Simpulan
Uji t terhadap variabel upah minimum kabupaten (UMK) (X3), menunjukkan
nilai thitung Sebesar -2.221988 dan nilai prob yang diperoleh sebesar 0.0284 < 0.05,
maka secara parsial upah minimum kabupaten (UMK) berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Secara Simultan Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupate/Kota di Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Berdasarkan analisis data, hasil uji F menunjukkan nilai probability yang
diperoleh sebesar 0.0000 < 0.05. Ini berarti tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan
upah minimum kabupaten (UMK) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap
tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Koefisien
determinasi (R*) menunjukkan bahwa tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan upah
minimum kabupaten (UMK) dapat menjelaskan variasi (naik turunnya) kemiskinan
kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0.9930 atau sebesar 99,30
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persen, sedangkan 0,70 persen kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa
Tenggara Timur dpengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model
penelitian ini.

Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Secara Parsial Terhadap Tingkat Kemiskinan Menurut  Kabupaten/Kota  di
Provinsi Nusa Tenggara Timur

1) Pengaruh Tenaga Kerja (X1) Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja (X1)
memiliki koefisien regresi negatif yaitu sebesar -0.036674 dan signifikan, yang
berarti secara parsial tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifkan terhadap
tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya,
setiap peningkatan satu persen dalam TPAK dapat menurunkan tingkat
kemiskinan sebesar 0,036 persen. Temuan ini juga menunjukkan bahwa semakin
besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, maka semakin
besar kontribusinya dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya usia
produktif, lebih banyak terserap dalam pasar kerja. Hal ini sangat penting,
terutama di daerah yang masih menghadapi tantangan ekonomi dan kemiskinan
tinggi. Namun, masih banyak kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
yang mencatatkan TPAK yang belum optimal. Hal ini tidak terlepas dari
rendahnya investasi yang masuk, sehingga pertumbuhan ekonomi di beberapa
daerah menjadi stagnan, dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru
yang memadai. Ketika investasi meningkat, maka aktivitas ekonomi juga
meningkat, sehingga kesempatan kerja terbuka lebih luas, dan TPAK pun akan
naik secara alami. Dalam konteks ini, TPAK yang ideal biasanya berada di atas 70
persen, tergantung struktur ekonomi wilayah. Oleh karena itu, peningkatan
investasi menjadi langkah awal yang penting untuk mendongkrak penyerapan
tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

2) Pengaruh Tingkat Pendidikan (X2) Terhadap Tingkat Kemiskinan
Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Berdasarkan hasil uji t, variabel tingkat pendidikan memiliki koefisien
regresi sebesar -1.285396 dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan
kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya, peningkatan satu
tahun rata-rata lama sekolah secara nyata dapat menurunkan tingkat kemiskinan
sebesar 1,28 persen. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan berperan
penting dalam pengurangan kemiskinan, karena semakin tinggi jenjang
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pendidikan yang ditempuh, semakin besar pula peluang untuk memperoleh
pekerjaan yang layak dan penghasilan yang lebih tinggi, sehingga mendorong
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi oleh Provinsi Nusa
Tenggara Timur, di mana rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar
dipengaruhi oleh minimnya infrastruktur dan akses pendidikan yang memadai.
Kondisi ini tidak terlepas dari masih rendahnya alokasi anggaran pendidikan di
sejumlah kabupaten/kota, yang bahkan belum memenuhi amanat Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu alokasi
minimal 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan. Berdasarkan data,
beberapa daerah seperti Kabupaten Ngada 12,36 persen, Nagekeo 14,03 persen,
Timor Tengah Selatan 16,32 persen dan Ende 16,97 persen, masih mencatatkan
anggaran pendidikan di bawah ambang batas minimal. Keterbatasan anggaran ini
berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan seperti
gedung sekolah, tenaga pendidik, perpustakaan, laboratorium, serta beasiswa
dan pelatihan vokasi bagi siswa miskin.

3) Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) (X3) Terhadap Tingkat
Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum
kabupaten (UMK) memiliki koefisien regresi negatif yaitu sebesar -1.66E-06 dan
berpengaruh signifikan, yang berarti bahwa peningkatan UMK berpengaruh
dalam menurunkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Meskipun koefisien ini bernilai sangat kecil karena UMK diukur
dalam satuan rupiah, temuan ini tetap menunjukkan bahwa setiap peningkatan
Rp 1 dalam upah minimum kabupaten dalam jumlah yang cukup signifikan, dapat
membantu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,000000166. Hal ini
menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan minimum berfungsi sebagai alat
proteksi sosial ekonomi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Peningkatan UMK berkontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat,
khususnya pekerja sektor informal dan formal di level bawah, serta mendorong
perputaran ekonomi lokal.

KESIMPULAN

1) Tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten (UMK)
berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan
kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2) Variabel tenaga kerja secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan, tingkat
pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan, dan upah
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minimum kabupaten (UMK) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap tingkat kemiskinan kabupeten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
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